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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 76 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 97

TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman
Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun
2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);

. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2016 tentang

Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang (Berita
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 102);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI PEMALANG NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN
TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal |

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2016
tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016
Nomor 102) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 31 Oktober 2019

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 31 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

Cap
ttd

NUGROHO BUDI RAHARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 76  TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 97
TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala BPKAD

Kepala BPKAD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1

menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja)
Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai
pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA);

merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis
(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) penunjang urusan pemerintahan
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai pedoman
pelaksanaan kegiatan;

merumuskan rancangan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan aset
daerah sesuai program dan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan
aset daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

merumuskan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) dan rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
sesuai pedoman penyusunan sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
merumuskan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai kebijakan akuntansi sebagai
bentuk akuntabilitas;

mengarahkan kegiatan fasilitasi dan pengelolaan sistem penganggaran,
penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah
guna tertib administrasi;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas BPKAD dengan instansi atau pihak
terkait sesuai dengan program Kkerja agar target kerja tercapai sesuai
rencana;

merumuskan inovasi daerah urusan pemerintahan bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah sesuai dengan perkembangan teknologi untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik;
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9. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan
dengan Penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan
dan aset daerah berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan
teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik;

10. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Penunjang
Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;

11. mengevaluasi pelaksanaan tugas Penunjang Urusan Pemerintahan bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

12. merumuskan laporan pelaksanaan tugas Penunjang Urusan
Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan
data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas; dan

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Sekretaris

Sekretaris BPKAD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. merencanakan program dan Kkegiatan kesekretariatan sesuai dengan

dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana
kerja dan anggaran;

2. mengoordinasikan usulan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Keija
(Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) penunjang urusan pemerintahan pengelolaan keuangan
dan aset daerah dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;

3. menyusun rancangan kebijakan kesekretariatan sesuai dengan program
dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan
Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat
sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

5. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik dari
seluruh bidang/subbidang sesuai dengan undang-undang keterbukaan
informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;

6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan;

7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi
permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang
guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
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mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretariatan sesuali
dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
rangka perbaikan kinerja;

mengoordinasikan penyusunan laporan penunjang urusan pemerintahan
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan hasil laporan
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:

1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan
Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran;

2) menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja), Rencana Keija dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) penunjang urusan pemerintahan
bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan;

3) melaksanakan pengelolaan administrasi Bina Program dan Keuangan
sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan
daerah guna tertib administrasi;

4) mengelola data penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah melalui sistem informasi pembangunan
daerah guna pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

50 melaksanakan kegiatan verifikasi dan pencairan anggaran sesuai
surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan
keuangan;

6) menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban Kkinerja yang
meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP), Laporan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta
dokumen pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan panduan
pembuatan laporan sebagai bahan pertanggungjawaban;

7) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan
Ekuitas (LE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK),
serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan
keuangan daerah guna tertib administrasi;

8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan
berdasarkan identifikasi  permasalahan dan analisa guna
meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;

9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan
bina program dan keuangan sesuai sesuai dengan indikator Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka pengendalian
internal kegiatan;
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10) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan
Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

11) menyusun bahan laporan penunjang urusan pemerintahan bidang
pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan hasil laporan
sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

12) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan
Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung Kkinerja
organisasi.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
1) merencanakan program dan Kkegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

2) mengelola administrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi
dan kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;

3) mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan
informasi publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;

4) mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan
pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan
kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas,
dan barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

50 mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan
prosedur Kkerja sesuai dengan target Kkerja guna Kkelancaran
pelaksanaan tugas;

6) mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan
kepegawaian guna tertib administrasi;

7) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai
dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka
pemutakhiran informasi publik;

8) melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
sesuai dengan rencana program dan kegiatan guna meningkatkan
pengetahuan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

9) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas
pelaksanaan pekeijaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum
dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan
Kepegawaian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;
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12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja
organisasi.

C. Kepala Bidang Anggaran

Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1.

10.

11.

merencanakan program dan kegiatan Bidang Anggaran sesuai dengan
dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana
kerja dan anggaran;

menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Anggaran sesuai dengan
program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memverifikasi konsep rancangan kebijakan umum anggaran, perubahan
anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD serta
prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD berdasarkan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar pembuatan Raperda APBD
dan perubahan APBD;

memverifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan APBD, serta
rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan
APBD sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan
daerah sebagai dasar pelaksanaan anggaran;

menyelenggarakan fasilitasi kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta Rancangan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD kepada Organisasi
Perangkat Daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas.

memverifikasi proses persetujuan dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dan Surat
Penyediaan Dana untuk proses registrasi sebagai pedoman pelaksanaan
anggaran.

menyusun rancangan inovasi Bidang Anggaran berdasarkan identifikasi
permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan
meningkatkan kualitas pelayanan publik;

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai
dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Anggaran sesuai dengan rencana
program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan
kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Anggaran secara efektif
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
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C. 1. Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran

c.2.

Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Perencanaan
Anggaran  sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran;

menyusun bahan konsep rancangan kebijakan umum anggaran,
perubahan anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS)
APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan
APBD dalam hal kapasitas keuangan daerah berdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar pembuatan Raperda APBD
dan perubahan APBD;

menyusun konsep rancangan anggaran Belanja Tidak Langsung
berdasarkan pedoman penyusunan APBD sebagai pedoman
pelaksanaan anggaran;

menyusun konsep rancangan anggaran penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan berdasarkan pedoman penyusunan APBD sebagai
pedoman pelaksanaan anggaran;

melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan rencana anggaran
Organisasi Perangkat Daerah melalui aplikasi sistem manajemen
keuangan daerah guna kelancaran penyusunan anggaran;

menyusun  konsep rancangan inovasi Subbidang Perencanaan
Anggaran berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitaspelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang
Perencanaan Anggaran sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Perencanaan
Anggaran secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung Kkinerja
organisasi.

Kepala Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran

Kepala Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

D

2)

3)

merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Penyusunan
dan Evaluasi Anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan sebagali
bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

menyusun rancangan kebijakan Subbidang Penyusunan dan
Evaluasi Anggaran sesuai dengan program dan Kkegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun bahan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan perubahan APBD serta Rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD vyang akan
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran;
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4) melaksanakan kegiatan fasilitasi pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD dan perubahan APBD serta Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD dan perubahan APBD
sesuai kebutuhan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

5 melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan anggaran Organisasi
Perangkat Daerah melalui aplikasi sistem manajemen keuangan
daerah guna kelancaran penyusunan anggaran;

6) membuat konsep persetujuan dan pengesahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
dan Surat Penyediaan Dana sesuai peraturan pengelolaan keuangan
daerah sebagai pedoman pelaksanaan anggaran;

7) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penyusunan dan
Evaluasi Anggaran secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas;

8) menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Penyusunan dan
Evaluasi Anggaran berdasarkan identifikasi permasalahan dan
analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik;

9) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Penyusunan dan
Evaluasi Anggaran sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Penyusunan
Anggaran secara efektif untuk pertanggungjawaban dan rencana
yang akan datang; dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung Kkinerja
organisasi.

D. Kepala Bidang Perbendaharaan

Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1

merencanakan program dan kegiatan pada Bidang Perbendaharaan sesuai
dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen
rencana kerja dan anggaran;

menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Perbendaharaan sesuai
dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan program dan kegiatan Subbidang Belanja Langsung
dan Subbidang Belanja Tidak Langsung sesuai dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan administrasi meliputi gaji,
tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru non sertifikasi,
Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) sesuai peraturan
tentang pengelolaan keuangan daerah guna terwujudnya tertib
adminitrasi pengelolaan keuangan daerah;

memverifikasi konsep rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman
pelaksanaan APBD sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan
daerah sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
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mengatur ketersediaan dana rekening kas umum daerah sesuai peraturan
tentang pengelolaan keuangan daerah guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

menyusun rancangan inovasi Bidang Perbendaharaan berdasarkan
identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan
pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai
dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan sesuai dengan
rencana program dan Kkegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka
perbaikan kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perbendaharaan secara
efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

D.l. Kepala Subbidang Belanja Langsung

Kepala Subbidang Belanja Langsung mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
1) merencanakan program dan Kkegiatan pada Subbidang Belanja

Langsung sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

2) menyusun rancangan kebijakan Subbidang Belanja Langsung sesuai
dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

3) menyusun konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan APBD sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan
daerah sebagai pedoman pelaksanaan anggaran;

4) melaksanakan kegiatan pembinaan/sosialisasi pengelolaan keuangan
daerah Dberdasarkan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan pemahaman tentang
administrasi  pengelolaan keuangan daerah kepada pejabat
penatausahaan keuangan OPD;

5 menyusun konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja
Langsung dan pembiayaan sesuai pedoman pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna terwujudnya tertib
adminitrasi pengelolaan keuangan daerah;

6) melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi penerimaan dan
penyerapan Dana Alokasi Khusus secara efektif guna tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah;

7) melaksanakan kegiatan fasilitasi Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) secara periodik sebagai bahan laporan
pertanggungjawaban;

8) menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Belanja Langsung
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas
pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;

9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Belanja
Langsung sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
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10) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Belanja Langsung
secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
dan

11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung Kineija
organisasi.

Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung

Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung mempunyai uraian tugas
sebagai berikut:
1) merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Belanja Tidak

Langsung sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan
anggaran;

2) menyusun rancangan kebijakan Subbidang Belanja Tidak Langsung
sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

3) melaksanakan kegiatan pengelolaan database system informasi gaji
PNSD secara efektif dan berkelanjutan guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

4) melaksanakan Kkegiatan pengelolaan dana transfer perimbangan
sesuai prosedur pengelolaan keuangan daerah guna tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah;

5 melaksanakan kegiatan pengelolaan rekening kas umum daerah
(RKUD) sesuai prosedur pengelolaan keuangan daerah guna tertib
administrasi pengelolaan keuangan daerah;

6) melaksanakan kegiatan pencatatan dan penyimpanan bukti-bukti
penyertaan modal Pemerintah Daerah secara sistematis guna tertib
administrasi;

7) membuat konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Belanja
Tidak Langsung sesuai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) guna terwujudnya tertib adminitrasi
pengelolaan keuangan daerah;

8) melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi penerimaan dan
penyerapan Dana Alokasi Umum, Tunjangan Profesi Guru dan
Tambahan Penghasilan Guru ASN sesuai peraturan tentang
pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi pengelolaan
keuangan daerah;

9) membuat konsep Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
(SKPP) gaji ASN sesuai prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam
rangka pelayanan kepada ASN;

10) menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Belanja Tidak
Langsung berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik;

11) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Belanja Tidak Langsung
sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan
dalam rangka perbaikan kinerja;
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12) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Belanja Tidak
Langsung secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja
organisasi.

E. Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah

Kepala Bidang Akuntansi dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:

1

10.

11.

merencanakan program dan kegiatan pada Bidang Akuntansi dan Aset
Daerah sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan
dokumen rencana kerja dan anggaran;

menyusun konsep rancangan Kkebijakan Bidang Akuntansi dan Aset
Daerah sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menyelenggarakan program dan Kkegiatan Subbidang Analisa dan
Pengembangan Sistem, Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dan
Subbidang Pengelolaan Aset Daerah sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
memyverifikasi konsep rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang
penjabaran  pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan
konsolidasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk
akuntabilitas;

menyelenggarakan kegiatan penyusunan laporan keuangan gabungan
wilayah tugas pembantuan dan urusan bersama Kabupaten Pemalang
sebagai dasar pertanggungjawaban pendanaan pelaksanaan tugas
pembantuan dan urusan bersama;

menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan teknis keuangan daerah
sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah guna peningkatan
sumber daya manusia bidang pengelolaan keuangan daerah;

menyusun konsep  Keputusan Bupati dan konsep pengesahan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
berdasarkan berdasarkan permohonan Organisasi Perangkat Daerah
pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna tertib administrasi;
menyelenggarakan kegiatan pengamanan administrasi, pengamanan fisik,
dan pengamanan hukum terhadap barang-barang milik daerah sesuai
prosedur pengelolaan barang milik daerah guna tertib pengelolaan barang
milik daerah;

menyusun rancangan inovasi Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas
pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai
dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
rangka perbaikan kinerja;
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12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Aset Daerah
secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

E.l

Kepala Subbidang Analisa Data dan Pengembangan Sistem

Kepala Subbidang Analisa Data dan Pengembangan Sistem mempunyai
uraian tugas sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Analisa Data
dan Pengembangan Sistem sesuai dengan dokumen perencanaan
sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
menyusun rancangan kebijakan Subbidang Analisa Data dan
Pengembangan Sistem sesuai dengan program dan kegiatan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mengelola database sistem informasi manajemen keuangan daerah
dan sistem manajemen barang milik daerah secara efektif dan
berkelanjutan guna kelancaran pengelolaan keuangan daerah;
menyusun konsep Rancangan Peraturan Bupati tentang Sistem
Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan tentang kebijakan
akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaan
anggaran;

melaksanakan kegiatan fasilitasi dan bimbingan teknis keuangan
daerah sesuai peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah guna
peningkatan sumber daya manusia pengelola keuangan daerah;
melaksanakan kegiatan fasilitasi aplikasi sistem manajemen
keuangan daerah dan sistem manajemen barang milik daerah kepada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara efektif guna peningkatan
sumber daya manusia pengelola keuangan daerah;

melaksanakan proses akuntansi dalam sistem manajemen keuangan
daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah sebagai
bentuk akuntabilitas;

menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Analisa Data dan
Pengembangan Sistem berdasarkan identifikasi permasalahan dan
analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik;

mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Analisa Data dan
Pengembangan Sistem sesuai dengan rencana program dan kegiatan
yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Analisa Data dan
Pengembangan Sistem secara efektif dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung Kkinerja
organisasi.
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E.2. Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan

Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas

sebagai berikut:
1) merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Akuntansi dan

Pelaporan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan
penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

2) menyusun rancangan kebijakan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan
sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

3) menyusun konsep laporan keuangan yang terdiri dari : laporan
realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan
berikutnya konsolidasian dan laporan keuangan akhir tahun
konsolidasi, berdasarkan data pada sistem manajemen keuangan
daerah dan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah sebagai
bentuk pertanggungjawaban keuangan;

4) menyiapkan bahan konsep rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
berdasarkan konsolidasi pelaporan keuangan pemerintah daerah
sebagai bentuk akuntabilitas;

5 menyusun konsep Keputusan Bupati dan konsep pengesahan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
berdasarkan berdasarkan permohonan Organisasi Perangkat Daerah
pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna tertib
administrasi;

6) melaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan gabungan
wilayah tugas pembantuan dan urusan bersama Kabupaten
Pemalang sebagai dasar pertanggungjawaban pendanaan
pelaksanaan tugas pembantuan dan urusan bersama;

7) melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan laporan Kkeuangan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah (SKPKD) kepada pengelola keuangan pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna kelancaran pelaksanaan
tugas;

8) melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi penerimaan dan
pengeluaran kas daerah sesuai prosedur pengelolaan keuangan
daerah guna terwujudnya tertib administrasi penerimaan kas daerah;

9) menyusun konsep laporan realisasi pendapatan konsolidasi bulanan
dan laporan perhitungan kas akhir tahun pelaksanaan APBD sesuai
prosedur akuntansi sebagai  bahan penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

10) menyusun konsep rekonsiliasi bank berdasarkan bukti-bukti
transaksi guna terwujudnya tertib administrasi rekening kas umum
daerah (RKUD);

11) menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Akuntansi dan
Pelaporan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna
efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas
pelayanan publik;
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12) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbidang Akuntansi dan
Pelaporan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

13) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Akuntansi dan
Pelaporan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas; dan

14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan
tugas.

Kepala Subbidang Aset Daerah

Kepala Subbidang Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1) merencanakan program dan kegiatan pada Subbidang Aset Daerah

sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan
dokumen rencana kerja dan anggaran;

2) menyusun konsep rancangan Kkebijakan teknis pengelolaan aset
daerah sesuai dengan program dan Kkegiatan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

3) menyusun konsep rancangan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah (RKBMD) berdasarkan Rencana Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) yang diajukan oleh satuan kerja sebagai dasar penganggaran
pengadaan barang pada unit kerja;

4) melaksanakan kegiatan pendataan, pencatatan, penggolongan dan
kodefikasi serta penyimpanan surat-surat berharga dan pengamanan
barang-barang milik daerah sesuai prosedur pengelolaan barang
milik daerah secara rutin guna ketertiban dan pengamanan barang-
barang milik daerah;

5 melaksanakan fasilitasi upaya pengamanan administrasi,
pengamanan fisik dan pengamanan hukum terhadap barang milik
daerah kepada pengelola barang pada unit kerja guna efisiensi dan
efektivitas pengelolaan barang milik daerah;

6) melaksanakan kegiatan penatausahaan, pembinaan, pengawasan
dan pengendalian atas penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtanganan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik
daerah sesuai peraturan tentang pengelolaan barang daerah guna
tertib pengelolaan barang milik daerah;

7) melaksanakan kegiatan proses penghapusan barang milik daerah
dan/atau Negara sesuai prosedur pengelolaan barang daerah guna
menunjang efisiensi dan efektivitas anggaran pemeliharaan aset;

8) melaksanakan fasilitasi kegiatan penilaian dan sensus barang milik
daerah dan atau Negara secara koordinatif dengan unit kerja terkait
guna tersusunnya data barang yang akurat;

9) menyusun konsep rancangan inovasi Subbidang Aset Daerah
berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas
pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
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10) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbidang Aset
Daerah sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam rangka perbaikan kineija;

11) menyusun laporan pelaksanaan tugas Subbidang Aset Daerah secara
efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja

organisasi.
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